
PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )
PENYELENCCARTAN KEGIATAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2O2O

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

. TUGAS POKOK
Sesuai dengan Peratu.an Daerah Kabupaten Peslslr Selatan Nomor 0B Tahun 2016 tenrang Susunan dan Pembentukan Organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten pesisi. seiatan mempunyai Tugas
Pokok menyelenggarakan urusan Pemeaintahan Daemh di Bidang Kepegawaian dan Pelgembangan Sumber Daya Manusia.

. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sub Bidang Penilaian Kine4a dan Evaluasi Kiherja ASN pada Badan Kepegawaian clan pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempuhyaj fuhgsi sebagai berjkut:

1. Perumusan kebiiakan, rencana, prosedur dan petunjuk teknis kegiatan sub bidang penilaian kjnerja dan evaiuasi kineria ASN;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang penilaian kinerja dan evaluasi penilaian kineria ASN;
3. Penyeienggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkup perangkat daerah;
4. Pelaksansan Lugas lainnya yang diberikan oieh pimpinah.

B. MASALAH YANC DI HADAPI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir selatan selaku organisasi yang bertugas menyelanggarakan
urusan pemerintah daerah di bidang Kepegawaian perlu untuk mengetahuj nilaidari setiap PNS yang tergambar darj peniiaian atasan, rekaD
sejawal, bawahan dari PNs yang dihilai [penilaian 360 derajat], sehingga dehgan penilaian tersebut dapat djjadikan penunjang seorang pNs untuk
dipromosikan, dimutasi atau bahkan diberikan diklat-diklatterkait lainhya sehingga PNs dapat berkembang sesuai denga. demi menjadi pNs yang
profesional.

C. KONDISI AWALISAAT INI
- Telah dilakukan penilaian yang dilakukan secara 360 derajat terhadap sebagian PNs di lingkungan Pemerintah Kabupateh pesisir Selatan,

D, TUJUAN YANG INGIN DI CAPAI
- Telwuiudhya penilaian terhadap 1.000 PNS secam 360 derajat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggarah 2020

E. SASARAN
- Terwuiudnya penjlaian terhadap 1.000 PNs secara 360derajatdi Lingkungan Peme ntah Kabupaten pesisirselatan tahun anggaran 2020

F. DANA
ljana tersedia : Rp. 15.000.000,- [ Lima Be]as

5, BELANIA 15.000.000
5.2. BEt]\NIA I.ANGSUNG 15.000.000
5.2.2. BELANJA BARANG DAN 

'ASA
1S.000.000

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.560.000
5.2.2.05,003 Belanja BBM/Gas dan pelumas 1.560.000

200 litcr 7.800 1.560 000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Pengadaan 2.000.000
5.2.2.05.O02 Belarja Pengadaan 2.000.000

Foto Copy 10.000 2AA 2.000.000
5_2.2.0e. Belania S€wa Sarana Mobilitas Darat 900.000
5.2.2.08.001_ 3 llr 340.000 900 000
5.2-2.11 Belarja Makana, dan Minuman 990 000
5.2.2.11.001. Belanja makana don minutnon rapat 990.000

36 AK 27.5A0,00 990.000
5.2.2.15, Belania Perialanan Dinas 9.550 000
5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7 300.000

kec.Koto Tarusan s/d Lengayang 2.100.000
Golotlgan lV 72 100 000 1200.000
Galongun III 12 75.000 900.000

kec.Ranah Pesisir s/d Pc.Soal 2.250.000

10 125.000 1.250.000
Calowan III 10 100.000 1.000.000

Kec.BAR s/d Silaut 2.950.000
GolangaDIV 10 150.000 1.500.000

10 125.000 1.250.000
Golongan ll 2 100.000 200.000



5_2_2_.15.042 Belanja Perjatanan Dinas Luardrerah Dal:Im Propinsi 2.250.000

175.A0A 700.000

6 125_400 750.000

Golongt)n ll 8 140_000 800.000

lumlah 15.000.000
G.HASIL YANG DI HAMPKAN

- Terlaksananya penilaian terhadap seluruh PNSsecara 360derajatdj Lingkungan Pernerintah (abupaten Pesisirselatan tahun anggaran202O

H. KETERMJTAN DENGAN UNIT KERJA UI.IN
- Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. ORGANISASI KEGIATAN
Dengan mengacu kepada :

a. Undang'undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomo. i 5B Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i 21 bhun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nofior: 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerall.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD) Kabupaten pesisir
Selatan Tahun Ahggaran 2020,

e. Peraiuran Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupafen Pesisir SelaEan
Tahun 2020

I Dokumen Pelaksanaan Ahggaran Organisasi Perangkal Daerah Nomor 3.00.04,3,00,0 4.0L.17.21. tentang Kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja
Tahun Anggaran 2020.

g. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor t 900 /39 /Kpts /BPT-PS/LOIg, tanggal 08 lanua.i 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Ang€aran dan Bendahara Pengelua.an, Bendahaaa Penerimaan dan Bendaha.a Pengeluamn
Pembantu pada masing-masihg Organisasi Perangka! Daemh Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

h. Kepulusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.05/003/BKpSDM-
2019, tanggal 9 Januari 2020, lentahg Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTIO dilingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan Susunan 0rganisasi pada (egiatan Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian TahuD Anggarsn 2020 sebagai berikut:

l Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir
Selatan.

2. Penahggung Jawab Kegiatanl Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Peniiaian Kinerja ASN pada Badah
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTKI, Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Bendaharawan Pengeluaran, StsfBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten PesLsir Selatan.

5. Sekreta at Pelaksana Teknis Kegiatan, staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturah yang berlaku, maka secam rinci tugas mastng-masing unsur
pengelola kegiatab adalah sebagai berikut:

1. PenanggungJawab Program
Bertugas sebagai berikut :

1.1 MembenLuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.

7.2 Membe kan areh dan petuniuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program / kegiatan.

1.3 Memberikan lspo.an kepada Bupatialas pelaksanaan program dan kegiata[yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran berja]an.

7.4 Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta merneriksa seluruh dokumen transaksi paling Lambat 1X 3 bulan.

1.5 Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab Pehgguna Anggaran,
L.6 MenandatanganiSPM.
7.7 Mengelola utangdan piutang yallg menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
1.8 Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang meDjadj tanggunga\/ab perahgkat Daerah.

1.9 MeDyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
1.10 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
1.11 Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang diijmpahkan Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuahgan Daerah.



Penangguhg Jawab Kegiaian
Bertugas sebagai berikut :

2.1 Membantu Penanggungjawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang djlirnpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali
/ kompel.ensi dan perLtmbangan lainnya.

2.2 Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PI,IKI
Bertugas sebagai berikut :

3.1 MenyiapkanorganisasiPengelolal(egiatan,
3.2 MengendalikanPelaksahaahKegiatan.
3.3 Menglsulkan kebutlrhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
3,+ Melaporkan perkembahgan pelaksanaan kegiatan.
3.5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3.6 Dan lugas_tugas lainnya sesuai yang diatu. dalam Keputusan Presiden Nomor : B0 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan

Barang / lasa Pemerintah.

Sekretariat Pelaksana Tei(nis Kegiatan
Be.tugas sebagai berikut :

4,1 Membantu Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk Pelaksana Kegiatan.

Bendahara Pengeluaran
Bertugas sebagai berikul I

5.1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung [BL), Uang Percediaan [UP), Ganti Uang {6U) dan Tambah Uang
iTU].

5.2 Mengajukan SPP-UP, SPP-cU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melaiui PPK-OPD berdasarkan SpD

5.3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dibual tiga rangkap, lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dan iembar ke-3 untuk arsip
bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (Pol ini dibuatuntuk dipergunakan sesuai dengan keaenLuanyang berlaku.

Disetujuioleh:
Kl.lasa Pengguna Anggaran

Painan, Januari 2020

Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Kasubbid Pelilaian Kinerja dan Evaluasi Kineria ASN

NIP.19830329 200902 2 003

Kabid Pengembangan
ASN pada Badan

NtP.19720

daII Penilaian Kineria
dan Pengembangan

Manusia


